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Artikel Utama

Triyono Lukmantoro

KORPOKRATISASI MEDIA DAN
KETIDAKHADIRAN MASYARAKAT
WARGA*

ABSTRACT

Civil society empowerment programs do not take place at the presidential
campaign by television media. Such campaigns become like singing contests
because of the strong entertainment aspects. Political parties and mass
organizations, wich initially were the effective political machines, are no longer
playing significants roles. Television and other parties behind the scenes, in
the end become the important actors in the presidential election as well as the
architects of the political agendas for the next stage.

(Keywords: civil society empowerment political parties, media corpocracy

presidential campaign)

Introduksi: Dari “Eliminasi” ke “Me-

nuju Puncak”

ada awalnya adalah acara kon-
Ptes menyanyi yang bertajuk AFI

(Akademi  Fantasi  Indosiar).
Masyarakat penonton pun menyambut-
mva dengan penuh suka cita. AFI pun
menjadi sedemikian fenomenal sebagai
mdustri tontonan. Ini ditunjukkan den-
z=n keberlanjutan AFI hingga mencapai
tiza seri. Bersamaan dengan itu kemudi-
an muncullah Indonesian Idol serta KDI
Kontes Dangdut TPI). Sebagai produk
Zan industri budaya populer yang kom-
ponen penggerak utamanya adalah media
massa, terutama televisi, berbagai jenis
komees menyanyi itu ternyata merambah
k= dalam kesadaran politik massa. Seh-

* Digeesescssiken pada Seminar Renai V: “Media
Mssss dom Penguatan Masyarakat Sipil”, Kampoeng
Pk Salanien, 26-27 November 2004

ingga dapat dikatakan bahwa kultur ton-
tonan tidak bergerak dalam wilayahnya
sendiri yang serba eksklusif sebagai dunia
hiburan. Namun, ternyata, juga meluas
jangkauannya hingga pada perspektif
untuk mengevaluasi berbagai perubahan
kekuasaan yang sedang terjadi.

Gejala ini dapat dilihat pada kom-
petisi politik yang terangkai dalam pe-
milihan anggota legislatif dan terutama
pemilihan presiden (pilpres) pada tahun
2004 ini. Hal paling menonjol yang
terjadi adalah cara pandang masyarakat
terhadap pelaksanaan pilpres, lebih ba-
nyak mengadopsi istilah dari lomba
tarik suara itu maupun olah raga yang
sering menjadi menu utama sajian media
massa. Ini merupakan bukti betapa eks-
pansi ‘ideologi tontonan sangat kuat
menghunjam dalam kesadaran politik
masyarakat. Simaklah bagaimana AFI
dijadikan contoh simbolik oleh para

Es—— | URNAL POLITIK LOKAL & SosIAL - HUMANIORA ® RENAI 5
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pengamat politik pada saat proses pilpres
berlangsung. Berbagai idiom seperti
“eliminasi” (tersingkir pada babak awal)
serta “menuju puncak” (melaju ke babak
grand final) sangat lekat dalam ingatan
kita.

Berbagai konsep olah raga seperti
“ftual wdcat” (dua kekuatan um yang di-
anggap paling baik untuk bertanding
memperebutkan posisi juara) atau perta-
rungan antara “sang juara bertahan” (in-
cumbent) versus “penantang” (challenger)
juga menjadi metafora yang sedemikian
akrab. Memang, antara realitas poli-
tik dengan kenyataan dalam olah raga
memiliki banyak kemiripan. Hal ini dapat
dilacak pada sejumlah aturan yang digu-
nakan sebagai acuan untuk menjalankan
perlombaan (rules of the game), seperti
sejumlah larangan yang tidak boleh di-
langgar dan berbagai hal yang boleh di-
lakukan.

Pola-pola keserupaan itulah yang
menjadikan pilpres, serta jenis kompetisi
politik yang lain, memiliki tata bahasa ke-
hidupan (grammar of life) serta permain-
an bahasa (language game) yang sejenis de-
ngan kontes AFI maupun pertandingan
olah raga. Tetapi, satu hal yang menjadi
perhitungan utama para peserta pilpres,
kontes AFI maupun kalangan petarung
dalam olah raga, adalah keberadaan
penonton. Semua peserta perlombaan itu
berusaha memuaskan gairah kalangan
penonton. Dalam arena pilpres, penon-
ton diarahkan sebagai konstituen yang
setia. Sementara itu, dalam kontes AFI
dan olah raga, penonton disulap sebagai
pendukung-pendukung fanatik.

Jadi, pilpres sebagai proses perebutan
dan pengokohan kekuasaan telah men-
jelma sebagai tontonan politik. Apalagi
ketika pilpresdikemasolehindustri televisi
yang memperhitungkan penumpukan
modal dan penambahan keuntungan,
pilpres pun berkulminasi sebagai industri
tontonan. Logika tontonan itulah yang

mengatur agenda pemikiran masyarakat
dalam memberikan penilaian terhadap
keberlangsungan pilpres sebagai sebuah
kompetisi politik.

Problem lain yang menarik untuk
diungkapkanadalahperananbesarindustri
televisi dalam pilpres ternyata bersamaan
dengan semakin merosotnya andil partai
politik serta organisasi masyarakat da-
lam ruang publik. Koinsidensi ini yang
menjadikan popularitas seorang kandidat
presiden mampu mengalahkan mesin
politik yang dimiliki kandidat presiden
saingannya. Kita dapat menyimaknya
ketika pasangan Susilo Bambang Yudho-
yono dan Muhammad Jusuf Kalla se-
cara meyakinkan dapat mengalahkan
pasangan Megawati-Hasyim Muzadi.
Citra politik secara efektif dapat menjung-
kalkan jaringan organisasional yang tersu-
sun rapi sampai ke tingkat akar rumput.
Sudah terbukti bahwa profil seorang
kandidat yang sering muncul dalam in-
dustri tontonan politik yang disajikan
televisi dapat menyatukan preferensi
para pemilih.

Tepatlah apa yang dikemukakan Guy
Debord dalam bukunya yang berjudul
Society of the Specatcle (1967) ketika
menyatakan “tontonan bukanlah suatu
kumpulan citraan-citraan, melainkan se-
buah relasi sosial di antara orang-orang,
yang dimediasikan oleh citraan-citraan”.!
Lebih dari itu, Debord juga menegaskan
bahwa tontonan telah menjadi pandangan
hidup (Weltanschauung). Padahal, pan-
dangan hidup tidak lain merupakan ideo-
logi dalam makna yang sudah sedemikian
jamak, yaitu seperangkat gagasan yang
tersusun secara sistematis serta diyakini
kebenarannya dan diperjuangkan dalam
dunia yang aktual oleh sekelompok

1 Guy Debord, Society of the Spectacle. Saya
memperoleh tulisan Debord itu dari http:/www.

marxists.org/reference/archive/debord/society.htm,
diakses pada 20 Juni 2004.
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Keempat, dan inilah yang dianggap
pabme memukau, menghadirkan para
“Simsang pujaan” baik kandidat presiden
Zam wakil presiden itu sendiri maupun
parz komentator politik. Dalam arena
pipres, superstar yang paling ditunggu-
semegu adalah kandidat presiden yang dari
Serbasai jajak pendapat meraih peringkat
sesmingzi. Sedangkan superstar pada baris
k=duz adalah pengamat politik yang su-
&zh populer. Bahkan dalam fenomena
yang lebih baru, politisi serta pengamat
potisik pun dapat berubah menjadi sejenis
selebrini dalam dunia hiburan. Sehingga
Lawzklah kalau gejala ini disebut sebagai

-

politik kaum selebriti” serta “selebritisasi
polinik™. Padahal apa sebenarnya makna
selebriti itu sendiri? Selebriti sebagaimana
Salnya seorang buruh pabrik, atau pekerja
& bagian administrasi, atau fungsionaris
smekar-menengah dari perusahaan atau
Swokrasi pemerintahan. Dalam kaitan
e dapat dikemukakan bahwa selebriti
merupakan "bagian tubuh dari mesin
" Mesin, dalam kasus ini, tidak lain
merupakan industri media yang menjadi
“perangkart utama untuk bersorak-sorai”.®
Jad. selebriti dalam wilayah apapun,
miak rerkecuali dalam panggung politik,
merupakan kalangan penggerak mesin
y=ne mampu menampilkan kemeriahan
Zzl=m arena tontonan.

Sekalipun kualitas komentar para
pengamat itu dangkal dan tidak ilmiah,
s=tape cara bicara mereka sungguh me-
saemkan. Dalam arena logika industri
ssmsonan politik, memang, tidak diperlu-
&2n pembicaraan berdasarkan kaidah-ka-
asan imu. Sebab, yang dibutuhkan adalah
pesampilan (appearance) itu sendiri, dan
Sukan kedalaman (substance) materi.
Sonklusinya adalah sebagai industri ton-
soman polisik, pilpres tidak akan mampuy
memsasean pendidikan kewarganegaraan

$ "_::’ 51_:*:; AR Consuming Images: The Politics of
‘: - —meTmgr Ty Cdoure (USA: Basic Books,

secara optimal bagi kepentingan publik.
Ini disebabkan bahwa tontonan poli-
tik tidak mampu memberikan jaminan
untuk merangsang masyarakat semakin
cerdas dalam menggunakan pemikiran,
kecuali sekadar meraih kegairahan un-
tuk menyaksikan tontonan itu sendiri.
Dalam rumusan gagasan yang dikemu-
kakan Baudrillard, gejala ini bermakna
bahwa massa, yang tidak lain merupakan
mayoritas yang bisu itu, secara pasif meng-
konsumsi berbagai komoditas, televisi,
olah raga, politik serta berbagai simulasi
yang diproduksi secara massal sehingga
politik yang bercorak tradisional serta
perjuangan kelas pun menjadi sesuatu
yang sedemikian usang.’

Apabila yang terdapat dalam arena
perpolitikan adalah masyarakat kon-
sumen (consumer society)'® yang meng-
alami histeria dalam dunia tontonan,
lalu di manakah keberadaan negara,
media massa yang konon mampu meme-
rankan diri sebagai pilar keempat dalam
demokrasi, serta masyarakat warga (civil
society)? Sebagai institusi kekuasaan yang
seharusnya memberikan pelayanan ke-
pada publik, tampaknya, negara tidak
menunjukkan kemampuan terbaiknya.
Negara tidak dapat menjalankan kewa-
jibannya untuk sekadar “menjadi pen-
jaga malam”, yang berarti memberikan
perlindungan dan rasa aman bagi war-

9. Sarup, loc. cit.

10. Kehadiran masyaraka:r konsumen tidak terlepas
dari bertumbuh dan mapannya budaya konsumen
(consumer cudnere). Dalam hal ini, konsumsi tidak
sekadar berarti mensonsumsi komoditas tertentu
belaka, namun terkait di dalamnya adalah aktivitas
kultural. Secara teoritis, budaya konsumen memiliki
dua implikasi yang penting, yaitu kesenangan-
kesenangan sosial (social pleasures), seperti dengan
adanya institusi-institusi konsumsi (belanja, mall,
majalah konsumen, serta iklan), dan praktik simbolik
(symbolic practice), ‘seperti nilai estetik yang sangat
tergantung pada kemampuan konsumen dalam
membaca dan menikmati tanda-tanda estetik iru
Lihat Michael Payne (ed.), A Dictionary of Ca..::;

c;rlué Critical Theory (Oxford: Blackwell. 1996). hal
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ganya, sebagaimana yang dimaksudkan
John Locke.!' Dalam bidang yang lebih
spesifik, yaitu regulasi media massa, ne-
gara pun tidak mampu memperlihatkan
keberdayaannya, Negara, yang selama
rezim Orde Baru berkuasa, dapat me-
ngontrol secara total media massa untuk

menjadi instrumen ideologisasi, sekarang |

ini bahkan kehilangan legitimasinya.
Bahkan boleh dikatakan bahwa negara
sebagai Leviathan"? yang sedemikian me-
nakutkan, sebagaimana layaknya “mon-
ster laut yang siap mengerkah siapapun
yang akan melawannya”, kini telah be-
rakhir. Yang sekarang ada hanyalah ne-
gara sebagai institusi formal kekuasaan,
namun secara substansial tidak memberi-
kan pelayanan kepada publik.

Dari Negara ke Pasar

Seiring dengan melemahnya negara bu-
kan berarti apa yang disebut dengan
masyarakat warga mengalami penguatan.
Apabila masyarakat warga dipahami se-
bagai “bidang kehidupan sosial yang ter-
organisasikan dengan memiliki sifat ter-
buka, suka rela, tumbuh secara mandiri,
setidaknya secara parsial mampu men-
dukung dirinya sendiri, otonom dari ne-
gara, dan terikat oleh tata aturan hukum
atau serangkaian aturan”,® tampaknya
berbagai persyaratan itu belum dapat ter-
penuhi.

Selain itu, jika masyarakat warga
dimengerti sebagai “kekuatan yang me-
libatkan warga untuk bertindak secara

11. Pemikiran John Locke mengenai negara yang
bercorak liberal ini dapat dibaca pada, misalnya,
Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip
Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: Gramedia,
2001), hal. 219-235.

12. Gagasan negara sebagai Leviathan ini dikemukakan
oleh Thomas Hobbes. Lihat, misalnya, Magnis-
Suseno, ibid., hal. 200-218.

13. Larry Diamond, Developing Democracy: Toward
Consolidation (Baltimore and London: The Johns
Hopkins University Press, 1999), hal. 221.

kolektif dalam suatu ruang publik un-
tuk mengekspresikan kepentingan, ke-
Inginan, preferensi, dan gagasan mereka,
serta untuk bertukar informasi, menca.
pai tujuan-tujuan kolektif, mengajukan
tuntutan terhadap negara, dan untuk
mengembangkan struktur dan fungsi ne-
gara, serta mendorong para pejabat nega-
ra lebih bertanggung jawab”,* pun tam-
paknya masih sulit untuk direalisasikan
dan dihadirkan.

Bahkan seandainya secara tegas
dikemukakan bahwa masyarakat warga
merupakan “fenomena yang menjadi
penengah, posisinya berdiri di antara
wilayah privat (swasta) dan negara”,'s hal
itu juga belum muncul secara konkret.
Justru harus diberikan penegasan bahwa
dengan berlalunya kekuasaan negara
yang represif, yang mengalami penguatan
adalah wilayah swasta (institusi pasar)
yang bersifat hegemonik. Hal ini berarti
bahwa pasar (market) telah diterima se-
bagai lembaga sosial yang tidak melaku-
kan penindasan dan tidak terlalu cerewet
dengan berbagai aturan yang sedemikian
restriktif. Pasar bahkan dapat dianggap
sebagai satu-satunya institusi sosial yang
dapat memenuhi keinginan masyarakat |
tanpa melalui regulasi, kecuali hanya
berdasarkan pada hukum penawaran dan
permintaan (supply-demand).

Kemampuan institusi pasar yang
sedemikian adaptif ini harus diakui mam-
pu menggeser dan menggantikan lembaga
negara yang sangat totaliter. Mengapa
pasar dapat melakukan pengambilalihan
kekuasaan yang dimiliki negara? Bebe-
rapa kelebihan yang dimiliki pasar adalah:
(1) pasar mampu mendorong efisiensi
karena memperhitungkan aspek biaya
dan keuntungan; (2) pasar dapat men-
dukung sikap responsif karena berhitung
dengan hukum permintaan-penawaran;

14. Ibid.
15. Ibid.

10 RENALI ¢ JURNAL POLITIK LOKAL & SOSIAL - HUMANIORA



KORPOKRATISASI MEDIA DAN KETIDAKHADIRAN MASYARAKAT WARGA

{3} pasar dapat mendukung sikap flek-
sbel karena cermat dalam melihat
peskembangan kompetisi; (4) pasar da-
par mendorong sikap inovatif karena
Serzni untuk melakukan eksperimen
Jeme=n memproduksi hal-hal baru; serta
i5) dalam bidang media massa, pasar
dapar memperlakukan media massa se-
Saemimana layaknya produk-produk ba-
same dan jasa yang lain.'® Dalam arena
pasar, berbagai produk dan sajian media
rdak lagi dipandang sebagai
sesuaru yang “keramat”, namun nilainya
secara finansial-ekonomis menjadi seperti
lemmnya barang-barang kelontong.

Jika pasar memperlakukan semua
Bal sebagai komoditas, tidak terkecuali
pada informasi yang dihasilkan organisasi
mediz massa, maka yang cepat terjadi
Beskumya adalah informasi pun tidak
Jebih zkan masuk dalam proses komodi-
Sk=s Selama rezim Orde Baru berkuasa,
sebenarnya, informasi pun sudah men-
sa& komoditas. Hanya saja, komoditas
#= mengalami intervensi yang sedemi-
ki=n tinggi, mulai dari proses seleksi,
peoduksi, hingga pada distribusinya. Hal
= menunjukkan bahwa rezim Orde Baru
melakukan campur tangan secara eksesif,
Sek dengan cara-cara kekerasan maupun
melalei hukum sebagai pembenarnya,
seshadap ruang gerak jurnalis, organisasi
penerbitan dan percetakan (termasuk ju-
2= & dalamnya, tentu saja, adalah media
pemiaran). Informasi yang tersebar itu
pum. pada puncaknya, diformulasikan se-
Sme= produk ideologis untuk melakukan
mokmmnasi terhadap masyarakat agar
mmiek dalam rengkuhan kekuasaan
mesme=. Dalam hal ini, rezim Orde Baru
Seshasil mewujudkan dirinya sebagai ne-
@ meegral sebagaimana dimaksudkan
HSamomse Geamsci'”  Karena selain su-

= Dt G 20 William Hoynes, The Business of
‘& Corgerame Media and the Public Interest (Ne»£

N -dlt’." Forze Press, 2001), hal. 15-17.
a :-:tutﬁnxk. Hegemony (London and New

- T sesank Publications, 1986), hal. 28.

dah mampu menundukkan masyarakat
warga melalui kepemimpinan moral dan
intelektual (hegemoni, misalnya dengan
menggunakan kekuatan pendidikan, ag-
ama, penerbitan, penyiaran dan perfilm-
an), negara pun masih menggunakan
cara-cara kekerasan fisik (koersif, misal-
nya kekuatan polisi dan tentara) untuk
melumpuhkan siapapun yang dianggap
melakukan perlawanan terhadap kekua-
saan negara itu.

Persoalannya adalah apakah ketika
informasi secara total dikontrol oleh
pasar, maka juga tidak mengandung
nilai-nilai yang propagandistik? Hal ini
berarti bahwa apakah pasar memang
memiliki netralitas serta seolah-olah
“tanpa memiliki dosa ideologis apapun”?
Perbedaan pokok antara informasi yang
mengalami kebijakan intervensionis da-
ri negara dengan yang dikelola pasar
terletak pada jaringan administratif yang
mengaturnya. Jika negara melakukan
intervensi administratif dalam totalitas
birokrasinya yang bersifat hierarkis dari
pusat kekuasaan negara hingga ke wilayah
pinggirannya, maka pasar mengendalikan
informasi itu dalam berbagai perusahaan
(korporasi) yang relatif tersebar. Secara
sekilas pasar memang memberikan pe-
luang bagi terciptanya demokratisasi da-
lam produksi dan distribusi informasi,
sehingga bergulirlah berbagai keragaman
pilihan informatif bagi masyarakat. Dalam
kaitan ini, pasar seakan-akan memang
mampu mendorong dan menjamin ter-
ciptanya pluralitas gagasan, sehingga
uniformisasi dan bahkan indoktrinasi
pemikiran-pemikiran tertentu pun secara
maksimal dapat dilenyapkan.

Namun, persoalannya tidaklah se-
mudah itu. Terdapat sejumlah kelemahan
yang dimiliki pasar serta dampaknya pun
sangat‘merugikan masyarakat. Beberapa
kelemahan atau keterbatasan yang ter-
dapat pada pasar adalah: (1) pasar ridak
demokratis karena berhitung pada siapa

] R PorTie [ ons & SosiaL - Humaniora = RENAI
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yang punya uang maka akan memiliki
peluang untuk berusaha dan bersuara;
(2) pasar mereproduksi ketidakadilan
yang terdapat dalam masyarakat karena
setiap pemain dalam pasar tidak mempu-
nyai sumberdaya yang setara; (3) pasar
bersifat amoral karena seringkali tidak
memperhitungkan dampak baik atau bu-
ruknya bagi masyarakat; (4) pasar tidak
dengan sendirinya memenuhi kebutu-
han-kebutuhan sosial karena kebutuhan
yang terdapat dalam masyarakat berbeda
dengan apa yang diusahakan oleh pihak
swasta; serta (5) pasar tidak cukup un-
tuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
demokratis karena kekuatan-kekuat-
an pasar bagaimanapun juga terpisah
dari tujuan-tujuan demokrasi sekalipun
memiliki peluang untuk saling bertemu.'®
Lebih dari itu, pasar jika tidak diregulasi-
kan dengan baik, maka hanya akan men-
dukung munculnya hukum Darwinisme
sosial dalam kehidupan media massa,
yaitu “survival of the fittest”, yaitu yang
layak dan dapat bertahan hidup hanyalah
mereka yang bermodal besar. Sementara
itu, media massa yang memiliki modal
kecil akan lenyap dalam arena “struggle
for life”, perjuangan untuk hidup, deng-
an mengabdi semata-mata pada hukum
penawaran dan permintaan yang telah
menjadi aksiomanya.

Dalam aspek yang lain, pasar pun
belum tentu mampu memberikan pe-
nguatan bagi keberadaan masyarakat
warga dalam hal penyebaran dan pe-
nerimaan informasi untuk mendorong
terciptanya demokrasi. Berbagai institusi
(atau lebih tepatnya perusahaan) media
massa akan melihat dan memperlakukan
masyarakat tidak lebih sebagai “sasaran”
konsumen yang potensial, dan bukan
“melayani” masyarakat sebagai warga
negara.”” Antara konsumen dan warga

18. Croteaudan Hoynes, The Business of Media: Corporate
Media and the Public Interest, ibid., hal. 21-25.
19. Ibid., hal. 20.

negara pastilah ada perbedaan yang
substansial dalam hal kemampuannya
dalam mengakses informasi. Konsumen
diukur dari potensialitas berdasarkan
berapa jumlah uang yang dimilikinya
untuk dibelanjakan. Ini berarti antara
konsumen yang satu dengan konsumen
yang lain, dengan sendirinya, memiliki
tingkat perbedaan. Semakin tinggi kon-
sumen dalam memiliki uang dalam
jumlah yang berlimpah, maka akan se-
makin besar pula kemampuannya dalam
mengakses dan melakukan pilihan ter-
hadap informasi yang dikonsumsinya.
Sedangkan sebagai warga negara, tentu
saja, kemampuan masyarakat dalam
mengakses dan menentukan preferensi
informasi tidak diperhitungkan pada
persoalan kepemilikan uang, melain-
kan lebih pada kepeduliannya untuk
mengetahui hak-haknya secara per-
sonal serta apakah aspirasi yang sela-
ma ini dikedepankan sudah cukup
terakomodasi.

Apabila media massa sekadar, dan
secara konsisten, menempatkan ma-
syarakat sebagai konsumen, maka yang
tidak terhindarkan adalah kekuatan me-
dia massa sebagai pilar keempat demokra-
si® pun akan mengalami keruntuhan.
Bahkan, kemungkinan paling buruk yang
dapat tercipta adalah mitos pilar keem-

20. Sebagai catatan harus dikemukakan bahwa
kemunculan konsep media massa sebagai pilar
keempat demokrasi (the fourth estate of democracy)
baru muncul pada tahun 1832 ketika Lord Macaulay
menulis bahwa sebagai tambahan dari pilar-pilar
politik yang telah ada, yaitu Alords Spiritual@,
Alords Temporal@, serta ACommons@ dalam
Parlemen Ingeris, maka para reporter duduk sebagai
pilar keempat dalam ruang politik itu. Mulai
saar itulah eksistensi media massa sebagai pilar
keempat menjadi sedemikian populer. Kejadian
itu dimaksudkan bahwa media massa merupakan
sebuzh institusi utama dalam masyarakat demokratis
yang mengabdi sebagai anjing penjaga (watchdog)
untuk melawan pemerintah yang menyalahgunakan
kekuasaan atau bertindak koruptif. Lihat Douglas
Kellner, Television and the Crisis of Democracy
(Oxford: Westview Press, 1990), hal. 12.
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pat demokrasi itu digunakan sebagai da-
lih bagi para pemodal media massa untuk
melakukan ekspansi kekuasaan bisnisnya.
Yang menjadi perhitungan utamanya ke-
mudian adalah bagaimana menumpuk
dan menghasilkan modal dan laba secara
maksimal, terutama dengan memburu
pemasang iklan yang dapat memberikan
keuntungan secara finansial. Hal inilah
yang menyebabkan media massa telah
mengalami kegagalan sebagai ruang pu-
blik, yaitu arena bagi masyarakat untuk
mengajukan berbagai gagasan dan perde-
batan (dialog) yang hasilnya merupakan
opini publik untuk mendesakkan aspira-
sinya sehingga diakomodasikan oleh ne-
gara. Dalam persoalan ini, Jurgen Haber-
mas, melalui bukunya yang berjudul The
Structural Transformation of the Public
Sphere (1962), sudah memberikan pering-
atan bahwa seiring dengan ketergantung-
an media massa pada dukungan iklan
komersial, serentak dengan itu juga per-
timbangan ekonomi lebih diprioritaskan.
Ini berarti bahwa kebijakan editorial dan
praktik jurnalisme sangat mungkin juga
dipengaruhi oleh pihak-pihak yang me-
ngendalikan sumber-sumber finansial.?!

Konklusi: Dari Birokrasi ke Korpo-
krasi

Menjadi semakin jelas bahwa dalam sit-
uasi media massa yang dicengkeram dan
dikendalikan oleh kompetisi di antara
kalangan pemilik modal, maka struk-
tur kekuasaan yang mengontrol media
massa pun mengalami pergeseran, dari
yang semula dikontrol oleh negara maka
beralih ke pasar. Apabila negara menun-
jukkan kekuasaannya melalui jaringan
administratif birokrasinya, maka pasar
memperlihatkan dan melahirkan for-

21. Lihat Schement (ed.), op. cit., hal. 229

mula kekuasaan dalam wujud korpokrasi
(corpocracy) 2

Bahaya yang paling mengancam
adalah munculnya totaliterianisme kor-
pokrasi (lebih tepat disebut sebagai kor-
pokratisasi) pada kehidupan media mas-
sa dalam bentuk monopoli kepemilikan
modal yang berimplikasi pada isi media.
Selain itu, korpokrasi juga dapat menga-
rah pada terjadinya proses integrasi ver-
tikal®® serta integrasi horisontal’* dalam
bisnis media massa. Gejala ini semakin
memperlihatkan bahwa negara yang to-
taliter melahirkan sosok seorang tiran

22. Konsep mengenai corpocracy dikemukakan oleh
Alvaro J. de Regil. Maksudnya adalah dalam tata
ekonomi-politik global bergulirlah secara dramatis
sentralitas  kekuasaan  perusahaan-perusahaan
raksasa yang menentukan semakin banyak aspek
kehidupan masyarakat, mulai dari pengadaan pangan
sampai jenis film yang ditonton, dari ketersediaan
obat sampai jenis musik yang didengar. Gagasan
Regil ini dikutip oleh Herry Priyono, “Marginalisasi
a la Neoliberal”, Basis No. 05-06, Tahun ke-53, Mei-
Juni 2004, hal. 17. Pemikiran mengenai kehadiran
korpokrasi dapat juga diterapkan dalam bisnis
media massa yang juga memberikan peluang besar
bagi para pemilik modal pada level lokal, nasional,
maupun global untuk melakukan perluasan bisnis.
Ini disebabkan bahwa arus modal yang dikendalikan
oleh sejumlah pemiliknya tidak lagi mengenal dan
dibatasi oleh persoalan-persoalan geografis.

23. Integrasi vertikal berarti proses di mana seorang
pemilik modal menjangkau seluruh aspek produksi
dan distribusi pada satu jenis produk media tertentu.
Sebagai contoh adalah sebuah perusahaan perfilman
mengintegrasikan secara wvertikal dengan cara
menguasa agen-agen pemandu bakat, studio-studio
produks, jarmeen tester, perusahaan-perusahaan
¥ang mencessk wideokaser, dan jaringan toko-toko
pemyewazn wideo. Libar Croteau dan Hoynes,
MediaSocery Industries, Images, and Audiences, op.
o hal 22

24. Integrasi horisontal merupakan proses di mana
sebuzh perwsshazan membeli berbagai jenis media
yang berbeda. mengonsentrasikan kepemilikannya
wmpﬂdﬂ tipe-tipe mediayangberlainan,
jadi prosesnya bukan lagi “atas dan bawah”. Dalam
me=grasi borisontal ini, konglomerat-konglomerat
media mengatur portofolio secara meluas pada
majalah, stasiun-stasiun televisi, penerbit-penerbit
buky, dan seterusnya yang saling mendukung secara
operasional antara perusahaan yang satu dengan
yang lainnya, ibid., hal. 40-44.
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yang mendudukkan media massa sebagai
aparatus negara ideologis. Sebaliknya,
arena pasar yang korpokratis melahir-
kan sejumlah diktator yang menjadikan
media massa sebagai mesin uang untuk
menghasilkan keuntungan secara berlim-
pah. Kemungkinan secara pesimistis kita
hanya dapat berharap bahwa para dikra-
tor itu memiliki kebaikan hati (benevolent
dictators). Sebabnya adalah terbukanya
peluang bagi kalangan diktator itu un-
tuk juga mengintegrasikan para penguasa
negara (sekalipun demokratis) ke dalam
rengkuhan kekuasaan modalnya. Sehing-
ga pada akhirnya, media massa yang
dikendalikan oleh pihak pemodal pun
sangat rawan untuk menjadi agen propa-
ganda, baik untuk kepentingan birokrasi
negara maupun kepentingan korpokrasi
yang diciptakannya.

Di sinilah tontonan politik yang di-
anggap meriah sekalipun, seperti konflik
di antara elite politik yang seakan-akan

memperjuangkan rakyat itu, tidak akan
memiliki makna apapun bagi masyarakat
warga yang memang eksistensinya belum
begitu kentara, kecuali sebagai konsumen
yang ditargetkan untuk menjadi pemirsa
setia. Jadi, yang secara konkret ada tidak
lain adalah masyarakat tontonan yang
sekarang ini sebenarnya mengalami ke-
terasingan akibat tontonan yang dikon-
sumsinya sendiri. Kemungkinan tepatlah
apa yang dikemukakan Debord bahwa
eksternalitas tontonan yang seakan-akan
terkait dengan manusia akdif itu tidak
lain merupakan pihak lain yang mere-
presentasikan mereka. Inilah mengapa
masyarakat menjadi merasa tidak berada
di mana-mana karena tontonan memang
sudah terdapat di mana-mana.?® Harapan
paling mungkin yang dapat direalisasikan
secara urgensif adalah bagaimana men-
jadikan masyarakat tontonan itu sebagai
khalayak aktif yang dapat melakukan ne-
gosiasi dalam hal pemaknaan terhadap
tontonan yang dikonsumsinya.
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